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ABSTRAK 

 

 Perkembangan teknologi ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Atau yang biasa disebut 

dengan Fintech P2P Lending. Semua transaksi tersebut dilakukan dengan sistem online 

dengan akses yang mudah, dan proses transaksi yang cepat. Namun kehadiran Fintech 

dinilai dapat mengatasi masalah tersebut. Sedangkan di sisi lain pemberian pembiayaan 

yang dilakukan perusahaan Fintech syariah juga memiliki potensi akan timbulnya 

suatu risiko. Oleh karena itu pemberian pembiayan yang dilakukan perusahaan Fintech 

harus melalui berbagai penilaian dan pertimbangan sebelum dilakukannya realisasi 

pembiayaan sebagai bentuk identifikasi risiko serta dalam melakukan berbagai strategi 

untuk meminimalisasi terjadinya suatu risiko yang akan mungkin terjadi. 

 Adapun tujuan dari permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan manajemen risiko Fintech P2P Lending dalam mengendalikan pembiayaan 

macet di PT. Dana Syariah Indonesia dan untuk mengetahui persfektif hukum ekonomi 

syari’ah tentang manajemen risiko Fintech P2P Lending yang ada di PT. Dana Syari’ah 

Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data diperoleh dengan 

cara observasi dan wawancara. Selain kedua metode tersebut penelitian ini 

menggunakan metode pustaka yaitu dengan buku-buku yang bersangkutan dengan 

judul dan penelitian ini juga ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang 

diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian. Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisa deskriptif 

kualitatif.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen risiko Fintech P2P Lending 

di Dana Syariah sudah efektif, dengan melakukan pengetatan persetujuan pembiayaan 

dan proses penyaluran pembiayaan secara selektif dan terukur, yaitu dengan proses 

identifikasi Risiko, Pengukuran/penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian 

risiko. Dana Syariah juga menyusun beberapa prosedur dan mekanisme untuk 

mengatisipasi sebelum risiko kegagalan pembiayaan baik dari sudut pandang borrower  

dan memberikan perlindungan bagi lender dengan cara yang pertama, Dana Syariah 

memiliki perlindungan risiko untuk memastikan pengembalian pokok pendanaan, 

kedua, memberikan jaminan keamanan dana berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 

ketiga, dana syariah menentukan Bussines Continuity Plan (BCP). Kemudian dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah Dana Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN 

Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, selain itu juga menerapkan transparansi seperti 

adanya transparansi pendanaan yang sedang berlangsung, agar memudahkan para 

calon pemberi dan penerima dana memahami ketentuan ada. Agar dapat meminimalisir 

terjadinya risiko gagal bayar. Sehingga potensi terjadinya unsur-unsur Maghrib 

(maysir, gharar, dan riba) bisa dicegah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Financial Technology (Fintech) memiliki peningkatan yang sangat pesat 

dan mengubah sektor bisnis di lembaga keuangan. Sehingga lembaga keuangan 

harus mempunyai solusi agar dapat berinovasi. Fintech mempunyai potensi untuk 

dapat menguntungkan berbagai pihak yang berada di dalam industri keuangan, 

serta mempunyai peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan 

keuangan. Dengan menggunakan teknologi dan software, layanan Fintech menjadi 

lebih efisien. Menurut riset yang dilakukan Accenture pada tahun 2013, investasi 

keuangan di dunia telah lebih dari 4 milliar dolar, dan pada tahun 2014 investasi 

naik menjadi 12 milliar dolar, sampai tahun 2015 telah melebihi 22 miliar dolar.1 

Salah satu lembaga keuangan Fintech yang baru beroperasi di Indonesia 

yaitu Dana Syariah Indonesia yang merupakan perusahaan Fintech Peer to Peer 

Lending berbasis syariah. Pengertian P2P (Peer to Peer) Lending secara umum 

adalah metode atau praktek dalam memberikan pinjaman uang kepada individu 

maupun bisnis atau sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pembiayaan 

(lender), yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan (lender) penerima 

pembiayaan (borrower) secara online. P2P Lending memungkinkan setiap orang 

 
1 Platform Pinjaman Dana Usaha & Pendanaan untuk UMKM  https://modalku.co.id, Diakses 

pada tanggal 20 November 2021. 

https://modalku.co.id/
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untuk memberikan pinjaman/pembiayaan atau mengajukan ppembiayaan antara 

satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan. P2P Lending menjadi wadah 

berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. P2P Lending menjadi 

alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat. 

Berinvestasi di P2P Lending cukup menjanjikan return bagi pemberi pinjaman 

(lender).2 

Sedangkan Fintech P2P lending sendiri merupakan platform online yang 

memberikan kemudahan bagi seorang lender untuk memberikan pinjamannya 

secara langsung kepada borrower dengan imbal hasil yang lebih tinggi. 3 Di sisi 

lain, borrower juga dapat mengajukan pinjaman dana langsung kepada Dana 

Syariah sebagai platform dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih 

cepat jika dibandingkan dengan layanan pinjaman yang ada di lembaga keuangan 

konvensional. 

 Dalam menjalankan aktivitasnya, Dana Syariah yang merupakan 

perusahaan Fintech P2P lending akan selalu berhubungan dengan risiko. Oleh 

karena itu, manajemen Dana Syariah harus mampu mengendalikan risiko dalam 

rangka memperoleh profit dan kepercayaan borrower dan lender. Dengan 

manajemen risiko sebagai titik fokus, bisnis yang dijalankan dan diharapkan dapat 

memberikan stabilitas operasi yang signifikan bagi perusahaan. 

 
2 Darwin, https://www.julo.co.id/blog/peer-to-peer-lending-adalah, Diakses pada Tanggal 21 

November 2022 
3 Ibid. 

https://www.julo.co.id/blog/peer-to-peer-lending-adalah
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Maraknya, layanan pinjaman berbasis Fintech P2P Lending menjadikan 

pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) proaktif 

menerbitkan regulasi agar bisnis Fintech P2P Lending yang beroperasi dapat 

berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat regulasi. Regulasi yang telah 

diterbitkan di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.4  

Dalam menajalankan kegiataan usaha, perusahaan Fintech syariah di 

Indonesia senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan 

fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan 

yang sangat pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha di perusahaan Fintech 

Syariah juga semakin kompleks. Mengahadapi kondisi tersebut maka lembaga 

keuangan Fintech dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalaui 

penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip 

manajemen risiko yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia 

oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia diarahkan sejalan 

dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB). 

Penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah yang 

diterapkan saat ini disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta 

kemampuan perusahaan Fintech syariah. OJK telah menetapkan aturan manajemen 

risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan Fintech 

 
4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
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syariah. Sehingga perusahaan Fintech syariah dapat mengembangkan aturan 

manajemen  risiko sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan prinsip syariah. 

Ketentuan umum tentang pelaksanaan manajemen risiko perusahaan Fintech 

syariah di Indonesia tertuang dalam ketentuan Bank Indonesia No. 

132/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko 

bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini telah dicabut oleh 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 65/POJK.03/2016 tentang 

penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.5 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mewaspadai empat risiko yang 

membayangi bisnis jasa layanan keuangan oleh perusahaan berbasis teknologi atau 

Fintech. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad menyebutkan, risiko 

pertama bisnis P2P Lending adalah risiko diserang peretas. Kedua, risiko gagal 

bayar bagi Fintech yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit. 

Ketiga, risiko penipuan. Dan risiko terakhir adalah rentan penyalahgunaan data 

klien.6 

 Risiko menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kelancaran operasional 

bisnis. Risiko juga bisa diperkirakan (acceptable) dan tidak bisa diperkirakan 

(unacceptable) yang sama-sama memiliki dampak negatif bagi permodalan dan 

 
5 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era igital (Konsep dan 

Penerapan di Indonesia), (Jakarta : Salemba Empat, 2018), h. 35 

 6 OJK Waspadai Empat Risiko Bisnis Fintech https://www.cnnindonesia.com 

/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech, Di akses 31 Maret 

2021. 
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keuntungan Dana Syariah sebagai perusahaan Fintech syariah. Berdasarkan hal 

tersebut beberapa risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah sebagai berikut 

: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, 

risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko 

investasi. Pentingnya mengelola risiko pada Dana Syariah agar menjadi strategi 

mengambil risiko dan mengubahnya menjadi sebuah keuanggulan kompetitif. 

Beberapa kasus yang terjadi akibat kegagalan dalam mengelola risiko memberikan 

dampak kerugian yang cukup besar bagi perusahaan tersebut. 

 Risiko melekat pada aspek operasi komersial. Namun, bagi Dana Syariah 

risiko Fintech merupakan faktor penting yag perlu dikelola. Risiko pembiayaan 

memungkinkan terjadi Non-Performing Financing (NPF) yaitu pembiayaan yang 

tidak lancar. Pembiayaan yang diberikan pada Borrower (penerima pembiayaan) 

ini sebenarnya bertujuan untuk pembiayaan pengembang properti meliputi dana 

konstruksi yang memberikan fasilitas pembiayaan konstruksi proyek, untuk 

pembangunan. Non-Performing Financing (NPF) akan menjadi sebuah masalah 

ketika Borrower tidak mampu melunasi cicilan pokok pembiayaannya beserta 

margin pembiayaannya untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan jumlah 

pembiayaan pada bank syariah secara umum ditinjau dari NPF, maka katagori yang 

kurang lancar (sub-standard) adalah sejumlah 2698 Miliyar diragukan (doubful) 

sebesar 925 Miliyar dan macet (Lost) sejumlah 4134 Miliyar. Jika dihitung 
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keselurahan maka berjumlah sebesar 7757 Miliyar Rupiah dari total aset produktif 

327.787 Miliyar Rupiah dengan rasio 2,37%.7  

 Dana Syariah sudah beroperasi sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 

sudah berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 2 Triliun dengan jumlah 

pemberi pinjaman (lender) 74 ribu dan penerima dana (borrower) lebih dari 2200 

perorangan/perusahaan.8 Maka risiko pembiayaan bermasalah akan lebih tinggi 

jika Dana Syariah tidak memungkinkan memeriksa track record calon Borrower 

tidak secara langsung bertatap muka. Maka perlunya penerapan manajemen risiko 

pada Fintech P2P Lending Dana Syariah mempunyai sasaran agar setiap potensi 

kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi, 

atau pemberian pembiayaan yang dilakukan.  

Dana Syariah adalah salah satu perwujudan dari sinergi antara Fintech 

Syariah dan lembaga keuangan. Dana Syariah merupakan Islamic Finacial 

Technology yang memberikan pendanaan dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu 

menggunakan skema P2P Lending yang bergerak dibidang properti tentunya tidak 

terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sektor 

keuangan syariah. Dengan adanya pembiayaan di sektor keuangan syariah 

memungkinkan terjadinya beberapa risiko yang cukup signifikan. Seperti ancaman 

 
7Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK),https://www.ojk.go.id/ 

id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah. Di Akses 21 Januari 2021  
8 Wawancara dengan Bapak Atis Sutisna Selaku Direktur PT. Dana Syariah Syariah, via telpon 

tgl 19 Agustus 2021. 

https://www.ojk.go.id/%20id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah
https://www.ojk.go.id/%20id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah
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atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang 

berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.9 

Meninjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam, konsep dasar 

manajemen risiko sudah dituliskan dalam Al-Qur’an sekitar 14 abad yang lalu. 

Allah swt berfirman dalam surat Yusuf ayat 3 : 

مِنَ 
َ
نْتَ مِنْ قَبْلِهٖ ل

ُ
نََۖ وَاِنْ ك

ٰ
قُرْا

ْ
يْكَ هٰذَا ال

َ
وْحَيْنَآ اِل

َ
قَصَصِ بِمَآ ا

ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ ا

َ
نُ نَقُصُّ عَل حْ

َ
غٰفِلِيْنَ  ن

ْ
 ال

Artinya : Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan 

mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (kami 

mewahyukan) nya adalah Termasuk orang-orang yang belum mengetahui. 

 

 Bahwa sudut pandang manajemen risiko dalam Islam mendukung semua 

upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai 

bahwa hanya keputusan Allah-lah yang akan menentukan hasilnya.  

Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-

baiknya, sebagaimana Al-Qur’an dan Hadits mengajarkan kita untuk melakukan 

aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.10 

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah 

organisasiataupun perusahaan menyadari bahwa penanggulangan risiko 

merupakansesuatu yang penting bagi Dana Syariah sehingga perlu memiliki suatu 

 
9 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar 

Kesepakatan Basel II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) , h. 4 
10 http://www.pkskelapadua.com/2013/01/manajemen-risiko-dalam-islam.html, di akses 

pada tanggal 25 Agustus 2021 
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sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala 

kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali pada 

Dana Syariah yang merupakan sebuah usaha bisnis P2P Lending dengan 

mengunakan teknologi informasi yang memiliki prospek yang baik, juga harus 

memiliki sebuah sistem manajemenpengawasan risiko dengan segala tindakan 

preventif yang akan mampumencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian 

financial dari kegiatanusaha perusahaannya. 

Maka dari itu pentingnya penelitian ini untuk peneliti teliti agar dapat lebih 

memahami tentang manajemen risiko yang terdapat pada perusahaan Dana Syariah 

khususnya dalam hal pembiayaan P2P Lending  syariah. Berdasarkan latar 

belakang yang telah peneliti sebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “Manajemen Risiko Fintech (Financial Technology) P2P Lending Pada PT. 

Dana Syariah Indonesia Perspekti Hukum Ekonomi Syari’ah.” 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Identifikasi dan batasan masalah dimaksud untuk menguraikan tentang 

permasalahan dalam tulisan ini, maka perlu dijelaskan hal-hal berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Untuk mempermudah sebuah penelitian agar tidak keluar dari 

permasalahan pokok, maka penelitian ini perlu dibatasi pembahasannya. 

Adapun subtansi yang di bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 
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a. Teknologi yang semakin berkembang membuat masyarakat berinovasi pada 

layanan jasa keuangan. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui 

Fintech Lending Legal dan Ilegal. Maka, Fintech menjadi salah satu yang 

diminati masyarakat karena akses yang cepat mudah dan modern. 

b. Fintech Lending terbagi menjadi dua yaitu Fintech Lending Konvensional 

dan Fintech Lending Syariah. Fintech Lending Syariah diawasi Oleh OJK 

dan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. 

2. Pembatasan Masalah 

Supaya lebih fokus pada tema yang dikaji, maka penelitian ini dibatasi 

pada permasalahan pada risiko-risko yang di hadapi, serta penerapan dan 

strategi manajemen risiko Fintech P2P lending dan ditinjau dari Perspektif 

Hukum Ekonomi Syari’ah pada PT. Dana Syariah Indonesia. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko Fintech P2P lending dalam 

mengendalikan pembiayaan macet di PT. Dana Syariah Indonesia? 

2. Bagaimana persfektif hukum ekonomi syari’ah tentang manajemen risiko 

Fintech P2P lending di PT. Dana Syari’ah Indonesia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi target proposal tesis ini, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko Fintech P2P lending dalam 

mengendalikan pembiayaan macet di PT. Dana Syariah Indonesia. 

b. Untuk mengetahui praktik dan penerapan manajemen risiko Fintech P2P 

lending sudah berdasarkan persfektif hukum ekonomi syari’ah terkait 

prinsip-prinsip muamalah pada Dana Syari’ah Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian   

Manfaat dari peneitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat teori, menyempurnakan 

atau bahkan membantah teori yang ada, dan untuk memperkaya khasanan 

pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan manajemen 

risiko Fintech di era digital. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi 

penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung 

dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menajdi informasi dan ilmu 

pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, regulator, dan 

masyarakat secara umum dalam melihat masalah-masalah atau isu terbaru 

terkait manajemen risiko Fintech pada perusahaan Financial Fechnology. 

Dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengambil kebijakan, dalam 

hal ini Perusahaan Fintech dalam menetapkan kebijakan dan OJK serta 

MUI dalam bidang Pengawasan terhadap perusahaan Financial 

Technology. 
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E. Kajian Pustaka 

 Permasalahan mengenai pinjaman online bukan sesuatu yang baru, dan 

banyak sekali penelitian mengenai Fintech tersebut, ada beberapa penelitian yang 

hampir mirip dengan transaksi berbasis Fintech ini, yaitu :  

1. Moch. Najib Imanullah, Dosen Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Tahun 

(2020) dengan judul “Aspek Hukum P2P Lending (Identifikasi Permasalahan 

Hukum dan Mekanisme Penyelesaian).” Hasil penelitian diperoleh bahwa 

pelaksanaan P2P lending menemukan beberapa permasalahan diantaranya 

risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak penerima pinjaman yang gagal 

bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah 

mengatur mengenai pencegahan risiko P2P lending dalam beberapa ketentuan 

yang terdapat dalam POJK No 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 

18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme 

layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya.11 Sedangkan perbedaan 

dari peneliti yaitu pada manajemen risiko pada Dana Syariah bagaimana 

langkah dalam menentukan risiko yang di hadapi oleh lender dan borrower 

ketika si penerima pembiayaan mengalami kegagalan dalam  melakukan 

pembayaran pinjaman dana kepada Dana Syariah. 

2. Teguh Wiyono, Pascasarjana IAIN Ponorogo Tahun (2020) dengan judul Tesis 

“Mekanisme dan Layanan P2P Lending Syari’ah Perspektif Ekonomi 

 
11 Moch. Najib Imanullah, Aspek Hukum P2P Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan 

Mekanisme Penyelesaian), (Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Tahun, Jurnal, 2020). 
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Syari’ah.” Hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme dan layanan peer to 

peer lending syariah dari ke 13 Fintech Syari’ah yang terdapat di OJK dari 

perspektif ekonomi Islam sudah ada kesesuaian karena merujuk pada fatwa-

fatwa DSN MUI. Namun, terdapat beberapa catatan yang mesti dikonfirmasi 

langsung kepada beberapa Fintech syariah terkait agar tidak terjadi 

kesalahpahaman serta menghindari kesimpulan yang tidak akurat dan invalid. 

Namun, pengaruh layanan P2P lending syariah terhadap perekonomian umat 

Islam untuk saat ini, di lihat dari sisi demografi umat Islam yang masih 

rendahnya literasi terhadap Ekonomi Islam.12 Sedangkan perbedaan peneliti 

yang sedang diteliti yaitu pada pelaksanaan pada Dana Syariah yang 

menerapkan prinsip syariah. Sehingga banyak lender ataupun borrower yang 

tertarik dalam melakukan transaksi Fintech P2P lending di Dana Syariah. 

3. Rohmatun Nafiah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Tahun (2019) 

degan judul Tesis “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah 

dalam perspektif Maqashid Syariah.” Dengan hasil penelitian bahawa, Fintech 

syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung 

hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Dibuktikan bahwa 

Fintech syariah telah memenuhi kelima maqashid syariah yaitu menjaga 

agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta 

serta telah adanya payung hukum berupa perlindungan konsumen yang sudah 

 
12 Teguh Wiyono, Mekanisme dan Layanan P2P Lending Syari’ah Perspektif Ekonomi 

Syari’ah, (Pascasarjana IAIN Ponorogo Tahun, Tesis, 2020). 
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dimuat dalam POJK No.. 77/POJK.01/2016 dan UU terkait, yaitu UU no. 08 

Taun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah No. 

82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 

PSTE), yang merupakan turunan dari UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik.13 Sedangkan perbedaan peneliti yang sedang diteliti 

yaitu dilihat dari sisi perspektif hukum ekonomi syariah tentang mekanisme 

manajemen risiko Fintech P2P lending di Dana Syariah. 

F. Kerangka Teori 

 Kerangka Teori adalah bagian penting dari sebuah penelitian teori-teori yang 

akan digunakan akan membuat posisi penelitian menjadi kuat. Untuk itu akan 

diuraikan kerangka teori pada penelitian ini, diantaranya : 

1. Teori Manajemen Risiko 

  Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memanta, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi 

umum risiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan 

tidak tercpainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan 

apapun yang telah diambil. Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian 

dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi 

disebut “risiko”. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu kepada tidak 

 
13 Rohmatun Nafiah,) Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam 

perspektif Maqashid Syariah, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tesis, Tahun 2019). 



   
 

 

14 
 

terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil 

sehingga risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang dan 

melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. 

  Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan Idarah, yaitu saran 

untuk merealisasikan tujuan umum. Eddie Cade menyatakan bahwa definisi 

risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat 

menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, exposure terhadap 

ketidakpastian pendapatan. Sedangkan Philip Best menyatakan bahwa risiko 

adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (exposure to the 

change of loss). 

  Berdasarkan landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan 

aplikasi dari prinsip kehati-hatian secara umum dianut perbankan dan juga 

merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No.7 Tahun 1992 jo. UU 

No.10 Tahun 1998 jo. UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen 

risiko yang efektif oleh bank menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang 

baik bagi bank yang bersangkutan. 

  Bagi perbankan termasuk perbankan Islam tantangannya adalah 

menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko secara Islam yang tepat 
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dan melaksanakannya secara istiqamah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk 

menghasilkan manajemen risiko yang efektif.14 

  
Manajemen risiko pada bank Islam seharusnya merupakan suatu proses 

berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. 

Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang ditimbulkan pada 

berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Pada sisi lain, menerima dan beroperasi 

dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika 

memungkinkan bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis 

yang menguntungkan. Lebih jauh, manajemen risiko adalah tentang bagaimana 

bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan 

usaha bank tersebut. 

  Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas 

terkait di dalam organisasi.15 Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada 

tahap awal bank harus secara tepat mengenal dan memahami serta 

mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin 

timbul dari suatu bisnis atau produk baru bank. Selanjutnya, secara bertahap, 

bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 

  Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh 

departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya 

 
14 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 63-65. 
15 Ibid., h. 68-69. 
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manajemen risiko. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen 

risiko dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh bank.16 

a. Identifikasi Risiko 

 Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi 

dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada 

aktivitas fungsional dan juga risiko dari produkdan kegiatan usaha. Salah 

satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko 

yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif 

agar tidak timbul risiko yang berlebihan.17 Contoh dari identifikasi yang 

dilakukan oleh Dana Syariah yaitu mengidentifikasi karakter borrower 

dengan menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, 

Condotions). BI Checking, untuk mengidentifikasi apakah calon borrower 

disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.18 

b. Pengukuran Risiko 

 Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah 

pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolak ukur) 

untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan 

oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, 

terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha lembaga 

 
16 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar 

Kesepakatan Basel II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 8. 
17 Adhiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: 

Rajawali Pers,2011), h. 260 

18 Wawancara pribadi dengan Bapak Atis Sutisna Via Telpon, Tanggal 15 Agustus 2021 
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keuangan. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi 

tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan 

berhasil.19 

 
Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau 

kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang 

digunakan harus sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan, ukuran, dan 

kompleksitas bank, manfaat yang diperoleh, serta peraturan yang berlaku.20 

c. Pemantauan Risiko  

 Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran 

risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta kondisi efektivitas 

proses manajemen risiko. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah : 

1) Kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap risiko atau 

kerugian yang timbul; 

2) Pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya 

manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. 21 

 Lembaga keuangan harus menyiapkan sistem dan prosedur yang 

efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan 

risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan 

 
19 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka, 2013), h. 133 
20 Ibid., h. 272 

 21 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 272 
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proses manajemen risiko yang ada. Contoh pemantauan risiko yang 

dilakukan oleh Dana Syariah yaitu mengamati perubahan usaha yang ada di 

lapangan, pemantauan angsuran dalam menjaga kualitas pembiayaan yang 

erat kaitannya dengan ketepatan borrower dalam membayar kewajibannya 

pada saat jatuh tempo.22 

d. Pengendalian Risiko 

 Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan 

tahap analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. 

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko 

yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian 

risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi 

kerugian lembaga keuangan serta pertimbangan atas manfaat yang didapat 

serta biaya yang dikeluarkan.23 Contoh pengendalian risiko yang dilakukan 

oleh Dana Syariah yaitu melakukan proses Collecting atas angsuran setelah 

pencairan pembiayaan, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran 

angsuran maka pihak Dana Syariah akan melakukan identifikasi atau 

penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran untuk memitigasi 

terjadinya risiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut.24 

 

 
22 Wawancara pribadi dengan Bapak Atis Sutisna Via Telpon, Tanggal 15 Agustus 2021 

23 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 272 

24 Wawancara pribadi dengan Bapak Atis Sutisna Via Telpon, Tanggal 15 Agustus 2021 
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  Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa 

posisi platform ada di tengah-tengah antara pemberi pinjaman dan penerima 

pinjaman. Dengan demikian, fungsi platform sangatlah dominan dalam rangka 

menjembati aspirasi dan kepentingan kedua belah pihak. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research. 

Dimana melihat langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang 

suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.25 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci.26 

  Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana 

penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan Fintech P2P 

Lending Dana Syariah Indonesia dalam penyaluran pembiayaan terhadap 

Borrower menurut perspektif hukum ekonomi syariah dengan berdasarkan 

pada survei yang telah dilakukan penulis.  

2. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya, penelitian ini mengunakan deskriptif analisis dengan 

data kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

menganalisis berbagai kondisi yang terjadi.27 

 
25 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

h.26. 
26 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 2. 
27 Wiratama sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2015), h. 16. 
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Penelitian deskriptif yang penulis tuliskan bermaksud untuk 

mengambarkan bagaimana Dana Syariah dalam menyalurkan pembiayaan 

properti, kemudian bagaimana manajemen risiko di Dana Syariah Indonesia. 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis 

akan menguraikan secara mendalam mengenai menejemen risiko Fintech P2P 

Lending menurut perspektif hukum ekonomi syariah pada Dana Syariah 

Indonesia dengan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1) Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian lapangan dilakukan 

dengan menggli data yang bersumber dari lokasi penelitian dengan pihak 

yang terkait di Dana Syariah Indonesia. 

2) Penelitian Pustaka (Library Research) yaitu penelitian kepustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai 

literatur atau bahan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok 

bahasan kemudian disaring dan dtuangkan dalam kerangka pemikiran 

teoritis.28 

3. Sumber Data 

  Ada beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

 
28 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 9. 
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a. Data Primer 

  Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data.29 Data primer merupakan data yang diperoleh 

dari sumber pertama, baik dari individu atau lembaga. Seperti halnya hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh 

peneliti. Atas dasar ketersediaan data yang dicari dilapangan, pelaksanaan 

pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan melakukan survey, 

observasi, percobaan atau experiment.30 

 Sumber data primer penulis diperoleh langsung dari direktur serta 

karyawan Dana Syariah yang berisikan informasi berkaitan dengan 

penerapan dan pengelolaan manajemen risiko P2P Lending Dana Syariah 

berupa data-data yang relevan sehingga dapat memberikan keterangan 

secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. Data primer ini 

bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, 

termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini 

diperoleh dari direktur Dana Syariah. Selain itu, sumber data lainnya yakni 

dari paparan berbagai catatan mengenai mekanisme dan peraturan layanan 

pembiayaan P2P Lending syariah khususnya yang berkembang di 

Indonesia yaitu : 

 
29 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi  (Bandung:Alfabeta, 2017), h. 308. 
30 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), h. 178. 
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1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2018 Mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 

3) Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 Tahun 

2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah. 

b. Data Sekunder  

  Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain 

atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk table atau 

diagram. Data ini biasanya digunakan oleh penulis untuk memberikan 

gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih 

lanjut.31 Dengan kata lain data sekunder diartikan sebagai data yang 

diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah 

jadi berupa publikasi.32 

  Sumber data sekunder penulis peroleh dari perpustakaan, Al-Qur’an, 

jurnal, artikel, internet, buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen terkait 

dengan judul penelitian ini yaitu : 

 
31 Ibid., h.202. 
32 J. Supranto, Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), h. 8. 
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1) Kepustakaan yang berkaitan dengan manajemen risiko Fintech juga 

mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan produk fintech itu sendiri 

seperti P2P Lending yang berdasarkan prinsip syariah. 

2) Jurnal dan artikel terkait manajemen risiko Fintech P2P Lending 

syariah menurut perpektif hukum ekonomi syariah. 

3) Serta tulisan-tulisan di internet. 

4. Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data di lapangan dalam 

peneltian ini terdiri dari tiga macam, yaitu metode observasi, wawancara 

(interview) dan dokumentasi. 

a. Observasi 

  Observasi atau pengamatan adalah suatu metode yang pertama kali 

digunakan untuk penelitian, karena dianggap mudah dan tanpa 

mengeluarkan biaya yang besar. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar.33 Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati dan mencatat 

informasi mengenai manajemen risiko Fintech P2P Lending pada PT. Dana 

Syariah Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah. 

 

 
33 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: Cv Jejak, 

2018), h. 109. 
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b. Wawancara (Interview) 

  Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.34 Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 

Direktur Dana Syariah yang bertugas sebagai penanggung jawab atas 

penyaluran pembiayaan Fintech P2P Lending. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data unruk memperoleh 

data langsung dari objek penelitian, diantaranya laporan dari perusahaan, 

foto- foto, film dokumenter, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian.35 Dalam penelitian ini data yang penulis ambil adalah ebook 

mengenai produk pembiayaan Fintech P2P Lending syariah, dokumen 

struktur organisasi, letak geografis dan dokumen laporan yang tersedia di 

Dana Syariah. 

5. Metode Pengolahan Data   

 Data yang terkumpul tentunya perlu diolah kembali untuk 

disederhanakan dalam penyajialnnya sehingga tersusun secara rapih untuk 

selanjutnya dilakukan analsis. Sebelum dianalisis, data diolah dengan cara 

reduksi data sebagai proses pemilahan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar 

 
34 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 111. 
35 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 

247.  
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dan hasil pengamatan atau wawancara dilapangan yang menggunakan teknik 

dan alat pengumpul data yang lazim di pakai penelitian sosial. 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang 

diawali dari penentuan unit analisis, yaitu terhadap para pihak yang terlihat 

dalam Pelaksanaan dan penerapan Manajemen Risiko Fintech. Analisis data 

selesai, yang diawali dari mengumpulkan data, muatannya, membagikan 

menjadi satu pola, mempelajari dan menentukan apa-apa yang akan dilaporkan 

oleh peneliti. Analisis data tersebut adalah dalam rangka untuk memahami arti 

dan menafsirkan data sebagai suatu cara untuk menjelaskan dan 

membandingkan teori dengan data yang telah diolah dan diimplementasikan. 

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dipahami. Berdasarkan jenis data, maka analisis data 

yang digunakan yaitu tehnik analisis data deskriptif kualitatif. Tehnik analisis 

kualitatif yang digunakan adalah tehnik analisis data menurut model stake yaitu 

mencoba membandingkan antara gasil yang diperoleh dengan standar yang 

telah digunakan sebelumnya. Dengan model ini. Peneliti berusaha 

mendeskripsikan bagaimana manajemen risiko Fintech P2P Lending syariah 

pada Dana Syariah Indonesia. 

Pada tahap analisis, banyak data yang telah terkumpul harus diseleksi 

dan diklasifikasi terlebih dahuru untuk memperoleh gambaran secara relatif 

dalam berbagai peermasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis sebagai upaya merinci lebih lanjut, menghimpun elemen-
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elemen yang sesuai dan dipandang perlu dalam suatu penelitian. Analisis 

merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk pernyataan yang lebih 

mudah untuk dibaca dan diinterprestasikan. 

Istilah kredibilitas dalam penelitian kualitatif merupakan istilah yamg 

menggantikan konsep validitas dalam penelitian kuntitatif kredebilitas studi 

kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengexplorasi 

masalah lain atau mendeskripsikan setting, kelompok sosial pola interaksi yang 

komplek. Konsep kredibilitas juga harus mampu mendemontrasikan bahwa 

untuk memotret kopleksitas hubungan antar aspek tersebut, penelitiann 

dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subjek penelitian 

didintifikasi dan dideskripsikan secara akurat.  

Dalam penelitian ini diperlukan definisi penerapan menejemen resiko 

yang tepat dengan menggunakan multi sumber bukti (wawancara dan 

observasi) sehingga akan terbentuk rangkaian bukti yang memperkuat data 

yang diperoleh. Sedangkan istilah yang menggantikan konsep realibilitas 

adalah defendabilitas. Penelitian kualitatif tidak sepakat dengan upaya 

pengendalian atau manipulasi atau penelitian eksprimental untuk meningkatkan 

reabilitas dan mengusulkan hal-hal yang dianggap lebih penting, antara lain : 

a) Koherensi, yakni bahwa metode yang dipilih memang mencapai yang 

tujuan yang di inginkan. 
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b) Keterbukaan, yaitu sejauh mana peneliti membuka diri dengan 

memanfaatkan metode-metode yang berbeda untuk mencapai tujuan. 

6. Metode Analisis Data 

 Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk 

mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah 

Content Analysis. Dalam analisis data jenis ini dokumen atau arsip yang 

dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Content analysis menunjukkan pada 

metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan 

untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data untuk 

memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.36 

 
36 Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam 

Varian Kontemporer. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 203. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Financial Technology (Fintech)  

1. Pengertian Financial Technology (Fintech) 

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa awal mula munculnya 

Fintech syari’ah adalah di Abu Dabi, Uni Emirat pada tahun 2014, oleh 

Perusahaan yang bernama Beehive. Dengan menggunakan pendekatan P2P 

lending marketplace, ia merupakan perusahaan pertama Fintech yang berbasis 

syariah. Kemudian ia berkembang menjadi salah satu Fintech  syariah dengan 

jangkau pasar yang lumayan luas. Dari situlah kemudian menjalar ke beberapa 

negara di Asia seperti Malaysia dan Singapura.1 Termasuk belakangan masuk 

dan berkembang di Indonesia.  

Terdapat beberapa pengertian Fintech dan Fintech Syari’ah. National 

Digital Research Centre di Dublin, Irlandia mendifinisikan Fintech sebagai 

inovasi dalam layanan keuangan. Fintech memiliki banyak jenis skema, antara 

lain starup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan 

(personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), dan riset 

keuangan. Teknologi Finansial (Fintech) merupakan sistem keuangan yang 

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta 

 
1 Fery Andriawan, Perbedaan Fintech Syariah dan Kovensional, https://www.paper.id/ 

blog/finansial-umkm/fintech-syariah-di-indonesia/, Diakses pada 25 Mei 2021. 

https://www.paper.id/%20blog/
https://www.paper.id/%20blog/
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dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau 

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.2 

Sedangkan Fintech Syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam 

bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan 

investasi berdasarkan nilainilai syariah. Ia berpendapat, walaupun Fintech ini 

merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Fintech 

Syariah juga merupakan kombinasi antara inovasi di bidang teknologi finansial 

dengan nilai-nilai ekonomi Islam (syariah). 

2. Dasar Hukum Fintech 

a. Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

Dasar hukum yang melandasi adanya Fintech (Financial Technology) 

terdapat sebagai berikut : 

1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggara Pemprosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan 

bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus 

melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan 

Fintech (Financial Technology) dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat, termasuk di bidang layanan jasa sistem pembayaran, baik 

 
2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial. 
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dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur 

penyelenggara pemprosesan transaksi pembayaran.3 

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan Financial 

Technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang 

menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru 

serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabiltas sistem 

keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan 

sistem pembayaran.4 Menurut peraturan tersebut, adanya undang-

undang yang mengatur tentang teknologi finansial berlandasan pada 

perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terus melahirkan 

berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan dapat membawa 

manfaat bagi masyarakat. Teknologi finansial wajib selalu di monitor 

dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, 

stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, 

lancar, dan andal. Bank Indoneisa sebagai bank sentral wajib selalu 

memberi respon terhadap kemajuan teknologi agar sinkron, harmonis, 

dan slalalu terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya 

 
3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemprosesan 

Transaksi Pembayaran. 
4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial 

Technology. 
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seperti pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang 

pembayaran nasional (Nasional Payment Gateway) serta perlu 

dikoordinasikan dengan otoritas terkait. 

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indoneisa Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka 

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah 

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan 

jaringan internet.5 

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang 

Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan 

Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, 

model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah 

dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.6 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 

mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan tidak dapat 

diabaikan begitu saja dan harus dikelola dengan baik agar dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. 

 
5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 

Digital di Sektor Jasa Keuangan. 
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Inovasi keuangan digital juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan 

inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, 

mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang 

terkelola dengan baik. Hal ini seleras dengan pertimbangan peraturan 

Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan 

teknologi finansial. 

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-

MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi berdasarkan Prinsip Syari’ah adalah penyelenggaraan 

layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang 

mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan 

penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan 

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.7 

Menurut Sahroni di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip 

Syari’ah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan 

prinsip syari’ah, terdapat tiga parameter produk ekonomi dapat 

dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu: pertama, terbebas dari 

transaksi yang dilarang; kedua, produk sesuai dengan akad atau 

 
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan 

Pnjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. 
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transaksi syari’ah; dan ketiga, wajib menjaga adab-adab (akhlak) Islam 

dalam bermuamalah.8 

b. Al-qur’an 

1) Surah Al-Anbiya Ayat 80 

بُوْسٍ 
َ
مْنٰهُ صَنْعَةَ ل

َّ
نْتُمْ شٰكِرُوْنَ وَعَل

َ
 ا
ْ
مْْۚ فَهَل

ُ
سِك

ْ
ن ْ بَأ مْ م ِ

ُ
مْ لِتُحْصِنَك

ُ
ك
َّ
 ل

“Dan Kami Ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi 

untukmu, guna melindungi kamu dari peperanganmu. Apakah kamu 

bersyukur (kepada Allah swt)?” 9 
 

Dari ayat di atas diketahui bahwa Allah SWT menyiratkan 

mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana 

mengerjakan logam (besi) agar bisa dibuat baju besi (prisai) untuk 

melindungi dari peperangan. Seperti saat ini bagaimana ilmu teknologi 

terus berkembang untuk mempermudah pekerjaan itu. 

2) Surat Al-Alaq Ayat 1-5 

مَ بِ 
َّ
ذِيْ عَل

َّ
رَمُُۙ ال

ْ
ك
َ
ا
ْ
 وَرَبُّكَ ال

ْ
قٍْۚ اِقْرَأ

َ
سَانَ مِنْ عَل

ْ
اِن
ْ
قَ ال

َ
قَْۚ خَل

َ
ذِيْ خَل

َّ
كَ ال ِ

 بِاسْمِ رَب 
ْ
مُِۙ  اِقْرَأ

َ
قَل
ْ
ال

مْ  
َ
مْ يَعْل

َ
سَانَ مَا ل

ْ
اِن
ْ
مَ ال

َّ
 عَل

 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacala, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar manusia) dengan pena. 

 
8 Sahroni, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-

MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah, Indonesia (2018). 
9 Al-Muyassar, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 

648. 
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Sekali-sekali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui 

batas.” 10 
 

Dan ayat di atas diketahui bahwa Allah swt mengajarkan segala 

sesuatu kepada umatnya, Allah swt menciptakan alam semesta agar 

dapat dipelajari oleh umat manusia sebagai pengetahuan. 

3. Jenis-Jenis Fintech 

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah 

berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok 

yaitu: 

1) Payment Channel / System 

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan 

uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu dan e-money.11 Disamping itu 

terdapat jenis alat pembayaran elekktronik lain yang telah digunakan 

sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis 

kriptolografi (Blockchain) seperti Bitcoin. 

2) Digital Banking 

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi 

digital untuk memenuhi kebutuhann para nasabah. Masyarakat di 

Indonesia sudah cukup lama engenal perbankan elektronik seperti 

 
10 Ibid., h. 1346 
11 Susanne Chishti and Janos Barberis, The Fintech Book, (India: Hooboken: Wiley, 2016), h. 

53 



   

 

36 
 

ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, 

dan vidio banking. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan 

layanan keuangan tanpa kantor (Branchless Banking) sesuai kebijakan 

OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka 

Keuangan Inklusif (laku pandai) yang utamanya ditujukan kepada 

masyaakat yang belum memiliki akses ke perbankan. 12 

3) Peer To Peer (P2P) Lending 

Peer to Peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang 

memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan atar pihak yang 

membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman 

Layanan ini biasanya menggunakan website. 

4) Online / Digital Insurance 

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan 

teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan 

menerima laporan klaim. Dsamping itu, banyak pula perusahaan yang 

menawarkan jasa perbandingan premi (digital consultant) dan juga 

keagenan (digitar marketer) asuransi melalui website atau  mobile 

aplication.13 

 

 
12 Siregar, A. Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan. https:// Infobanknews 

.com Diakses 31 April 2021. 
13 John Wilwy & Sons, The Insurtech Book; the insurance technology handbook for investors 

enterpreneurs an Fintech Visionaries. (India: Unted Kingdom), h. 6. 
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5) Crowdfunding 

Kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi 

digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. 

4. Manfaat Fintech Syariah  

Fintech syariah memiliki 5 manfaat antara lain : 

a. Membantu Para UMKM 

Pelaku UMKM yang kesulitan atau tak memiliki akses terhadap 

perbankan sangat terbantu dengan keberadaan Fintech syariah ini. 

Persyaratan yang diperlukan jelas tak sedetail dan serumit ketika 

mengajukan pinjaman di perbankan. 

b. Bebas Riba 

Sudah jelas sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional, 

Fintech syariah mengharamkan akad-akad yang mengandung unsur-unsur 

maghrib (maisir, gharar, dan riba). Sehingga selain secara horisontal akad 

syariah mampu menjadi solusi terbaik bagi para pihak yang berakad, secara 

vertikal dan ini yang lebih utama, merupakan bentuk ketaatan yang akan 

memiliki implikasi dunia dan akhirat. Begitula dengan akad di dalam 

Fintech syariah. 

c. Menguntungkan banyak pihak 

Para pihak yang berakad di Fintech syariah syariah, mulai dari lender 

(pemberi pinjaman), borrower (peminjam), serta pihak platform atau starup 

(penyelenggara), pada dasarnya akan mendapatkan keuntungan secara 



   

 

38 
 

bersama-sama. Tak ada penzaliman di dalamnya. Karena semua 

dibicarakan secara sejajar. Berbeda dengan praktik di lembaga 

konvensional, peminjam (nasabah) lebih pada posisi pasif. Menyesuaikan 

dengan kebijakan yang dimiliki pihak lembaga keuangan konvensional 

yang ada. 

d. Proses yang mudah  

Fintech syariah lebih bersifat sederhana dan mengandalkan teknologi 

sebagai sarana utama. Sehingga dengan mudah untuk diakses kapan saja, di 

mana saja, serta oleh siapa saja. Jauh dari praktik manual, yang terkadang 

terlalu birokratis dan mengharuskan untuk bertatap muka. Fintech syariah 

lebih efektif, efisien, dan ekonomis. 

e. Lebih Aman 

Faktor keamanan berakad di Fintech syariah cukup terjaga. Baik aman 

secara horinsontal, lebih lagi secara vertikal. Hal ini dikarenakan semua 

proses didasarkan pada dalil-dalil agama, menggunakan Fatwa DSN MUI, 

serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai 

kompetensi tentang hal itu. Transparansi menjadi tuntutan yang mesti 

diwujudkan. Namun demikian, masyarakat dituntut untuk memiliki daya 

literasi terhadap segala informasi dan regulasi yang ada, agar terhindar dari 

kesalahpahaman. Di antaranya adalah perlu memastikan bahwa Fintech 
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syariah yang diakses benar-benar telah terdaftar, serta tidak mendapat 

sanksi oleh OJK. 14 

5. Model Bisnis Usaha Fintech 

a. Business to Business (B2B) 

Menggambarkan model bisnis dengan transaksi bisnis antara 

perusahaan/lembaga/organisasi atau pemerintah.15 Proses bisnis yang 

termasuk B2B adalah Lintas-proses (big data analysis, predictive 

modeling) dan Infrastruktur (security). 

b. Business to Consumer (B2C) 

Merupakan kegiatan yang menggambarkan bisnis melayani kepada 

konsumen akhir dengan produk dan jasa.16 Proses bisnis yang termasuk 

B2C adalah Pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities) 

dan Asumsi (risk manajement).  

c. Consumer to consumer (C2C) 

Merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi 

elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini 

dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform.17 Proses 

 
14 Manfaat Fintech Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, https://www.techfor.id/ 

ini-dia-manfaat-fintech-syariah-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/ Di akses tanggal 25 Mei 2021. 
15 Yudha Yudhanto, Information Technology Business Start-Up, Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2018), h. 74. 
16 Ibid,. h. 74. 
17 Ibid., h. 75. 

https://www.techfor.id/
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bisnis yang termasuk C2C adalah Pembayaran (digital wallets, P2P 

Payment)  dan Investasi (equity crowdfunding, P2P lending). 

6. Peran Fintech 

Fintech dengan layanan keuangan seperti crownfunding, mobile 

payments, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis 

startup. Dengan crownfunding, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia 

dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun. 

Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau Internasional. 

Jasa pembayaran seperti Paypal otomatis mengubah kurs mata uang, 

sehingga ang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia 

dengan mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalan mengubah 

perilaku dan ekpektasi konsumen diantaranya : 

a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja. 

b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk 

memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru di 

bangun. 18 

Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat. 

Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta 

besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di bidang ini serta 

 
18 Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, Fintech As One Of The Fnancing Solutions 

For SMEs, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 3:2, Agustus 

2018, h. 91. 
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besarnya investasi global di dalamnnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini 

berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pembisnis di 

Indonesia. 

7. Perkembangan Fintech Di Indonesia 

Semakin berkembang teknologi informasi dan komunikasi telah 

merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya 

adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya 

disebut sebagai financial technologi (Fintech). Berbagai definisi Fintech 

didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan. 

Penyediaan layanan keuangan mengembangkan teknologi yang dapat 

mendisrupsi pasar keuangan tradisional dengan mengembangkan aplikasi 

baru yang dapat digunakan mulai untuk pembayaran hingga aplikasi yang 

lebih kompleks untuk artificial intellegence dan data.19 

Indoneisa sebagai populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar 

di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai pangsa bagi Fintech. Selain 

itu pengguna internet di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 143,26 juta 

yang diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya dan hal ini dimanfaatkan 

oleh Fintech sebagai lembaga keuangan yang lebih praktis Fintech hadir 

bagi masyarakat. Asosiasi Fintech Indonesia (AFI/AFTECH) merupakan 

 
19 Berry A. Harahap, Pakasa Bary Idham, dkk, Pemkembangan Financial Technology Terkait 

Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebajikan Moneter dan Makroekonomi, 

Paper, Bank Sentral Indonesia, 2017, h. 8. 
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asosiasi yang resmi dipublikasikan ke publik pada September 2015 sebagai 

wadah perusahaan dan institusi di bidang sektor layanan jasa keuangan 

dengan menggunakan teknologi untuk menjalankan usahanya, berdasarkan 

data Asosiasi Fintech Indonesia dan OJK tahun 2017, jumlah perusahaan 

Fintech di Indonesia pada tahun 2006-2016 mengalami peningkatan 

sebelum tahun 2006, jumlah perusahaan Fintech berjumlah 4 perusahaan 

dan pada tahun 2006 sampai 2007, jumlah perusahaan Fintech bertambah 

menjadi 16 perusahaan. Setelah tahun tersebut, dalam kurun waktu 4 taun 

terjadi penambahan 9 perusahaan yang melakukan aktivitas Fintech 

sehingga pada tahun 2011-2012 jumlah perusahaan menjadi 25 perusahaan 

atau tumbuh sekita 177,78%. 

Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 

tahun 2006-2007 yang mencapai sekitar 300%. Dalam tahun 2013-2014 

terjadi penambahan jumlah perusahaan Fintech sebanyak 15 perusahaan 

sehingga pada tahun tersebut jumlah perusahaan menjadi 40 perusahaan 

atau tumbuh sekitar 60%. Laporan Accenture di wilayah Asia Pasifik, 

menyebutkan nilai investasi ke dalam bidang Financial Technology 

(Fintech) selama sembilan bulan pertama di tahun 2015 sudah mencapai 

US$3,5 miliar atau hampir empat kali lebih besar dari tahun 2014. Artinya, 

pada tahun 2015 orang yang berinvestasi di sektor keuangan berbasis 

teknologi semakin banyak. Pada tahun 2015-2016, jumlah perusahaan 

meningkat drastis sebanyak 165 perusahaan, artinya perusahaan telah 
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bertambah sebesar 125 perusahaan atau tumbuh sekitar 312.5% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pemain Fintech di Indonesia pada 

tahun 2015-2016 menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) mengalami 

pertumbuhan sebesar78%. Sepanjang tahun 2015-2016, Fintech telah 

mengalami perkembangan pertumbuhan secara pesat. Artinya, banyak 

sekali pemain-pemain Fintech yang baru muncul untuk berkecimpung di 

sektor keuangan. Dengan hal ini, kreativitas baru akan muncul dalam sektor 

keuangan. Berbagai inovasi keuangan akan muncul beragam-ragam yang 

dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk menggunakan layanan 

jasa keuangan sehingga sesuai harapan pemerintah indeks literasi dan 

inklusi keuangan Indonesia dapat meningkat. 20 

B. Teori Peer to Peer (P2P) Lending Syariah 

1. Pengertian Peer to Peer (P2P)  Lending Syari’ah 

Secara sederhana P2P lending syari’ah dapat diartikan sebagai praktik 

pemberian pinjaman uang kepada individu atau badan usaha dan juga 

sebaliknya mengajukan pinjaman untuk kepentingan individu atau badan-usaha 

dengan didasari dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syari’ah.21 

Sebagai bentuk akad pinjam meminjam, P2P lending syari’ah juga 

terdapat berbagai prinsip yang mesti ditaati atau dipatuhi oleh para pihak. Selain 

sebagai pembeda dengan akad konvensional, prinsip syariah juga merupakan 

 
20 Chairunisa Puspa Juwita, Perkembangan Fintech di Indonesia, Eassay, 2018, h. 78-85 
21 Ibid. 
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manifestasi dari ketidakpatuhan kepada kehendak Sang Khalik. Misalnya 

dalam proses pengembalian. Meski dilarang ada tambaan jika dipersyaratkan di 

awal, namun apabila si peminjam berkeinginan untuk mengembalikan dengan 

melebihkan dari jumlah pinjaman, maka hal tersebut diperbolehkan. Hukumnya 

sah, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan di depan. Justru hal 

ini merupakan bentuk pelaksanaan dari sunah atau hadis Rasulullah saw 

sebagaimana berikut : 

رَيْبٍ 
ُ
بُوك

َ
ثَنَا أ مَةَ حدَّ

َ
بِي سَل

َ
مَةَ بْنِ أ

َ
ِ بْنِ صَالِحٍ بْنِ سَل

ثَنَا وكَِيعٌ عَنْ عَلِي  حَدَّ  

ا عْطَاهُ سِنًّ
َ
ا فَأ مَ سِنًّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل  اللََّّ

ُ
 اسْتَقْرَضَ رَسُول

َ
بِي هُرَيرَْةَ قَال

َ
 عَنْ أ

مْ قَضَاءً. )رؤاه الترمذي(   22
ُ
حَاسِنُك

َ
مْ أ

ُ
سِنُك

َ
حا

َ
 خِيَارُأ

َ
هِ وَقَال  خَيْرًا مِنْ سِن ِ

 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada 

kami Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah 

dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah SAW meminjam (berhutang) 

kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian 

beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur 

yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik 

kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu 

yang lebih baik (dari yang dipinjam).” (HR. Tirmizi) 

  

Hadis tersebut  menunjukkan bahwa seorang peminjam sebaiknya 

mengembalikan pinjaman dengan memberi lebih dari nilai pokok yang ia 

pinjam. Dan Lembaga Keuangan syariah atau perbankan syariah, akad ini 

 
22 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Dar Thuq An-Najah,  

1422 H), 2393. 
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basa dilaksanakan untuk keperluan fungsi sosial. Dana tersebut bisa 

didapatkan dari dana zakat, infak, serta sedekah yang dihimpun oleh pihak 

bank dari para aghniya’ atau diambilkan dari sebagian laba bank. 

Selanjutnya bank menyusun kriteria tertentu kepada nasabah yang bisa 

mendapatkan pinjaman qardh. Kriteria yang dimaksud bisa berdasarkan 

pada tingkat kemiskinan dan kekurangmampuan nasabah. Namun 

demikian, pinjaman tersebut akan lebih efektif apabila digunakan untuk hal-

hal yang bersifat produktif daripada konsumtif. Sedangkan cara 

pengembaliannya bisa dengan cara diangsur ataupun tunai. Dan selanjutnya 

apabila sudah dikembalikan, maka pihak bank dapat memutarnya kembali 

kepada yang membutuhkan secara bergulir.23 

2. Ketentuan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah 

Sebagaimana telah diatur fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan 

Prinsip Syariah : 24 

1) Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip syariah di dalam kegiatan bisnis yang 

menjalaninya, yaitu terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, 

dharar, zhulm, dan haram. 

 
23 Yazid Affandi, Fiqih Muamalah........., h. 44. 
24 Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 
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2) Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip 

keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Akad yang digunakan para pihak penyelenggaraan layanan pembiayaan 

berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yag selaras dengan 

karakteristik layanan pembiayaan, antara lain : akad ba’i, ijarah, 

mudharabah, musyarakah wakalah bil ujrah, dan qardh. 

4) Penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik dilaksanakan 

oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan 

autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah atau rusum) berdasarkan 

prinsip ijarah atas menyediaan sistem sarana prasarana Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. 

6) Jika informasi atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau 

diungkapkan dalam dokumen elektronik yang berbeda dengan 

kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak 

melanjutkan transaksi. 

3. Penerapan Peer to Peer (P2P) Lending  

P2P adalah suatu teknologi sharing (pemakaian bersama) resource dan 

service antara satu komputer dan komputer yang lain. Pengertian yang lebih 

tepat mengenai P2P adalah sistem terkomputerisasi Clint-Server di mana suatu 

komputer berfungsi sebagai clinet sekaligus server, sehingga memungkinkan 
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komunikasi dan pertukaran resource antara dua komputer secara langsung (real 

time).25 

P2P adalah suatu praktek atau metode memberikan pinjaman uang 

kepada idividu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada 

pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman atau 

investor secara online P2P lending memungkinkan setiap orang untuk berbagai 

kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai 

perantara.26 Penerapan P2P Lending dalam pinjam meminjam uang secara 

online di bagi menjadi dua pihak. Pihak pertama adalah sebagai peminjam dan 

pihak kedua adalah sebagai Investor. 

Sebagai peminjam, yang perlu dilakukan hanyalah mengunggah semua 

dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang 

relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan 

keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam pinjaman 

tersebut. Permohonan peminjaman bisa diterima atau pun ditolak, tentunya 

tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan ditolak maka pihak yang 

bersangkutan harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan 

permohonan tersebut. Kemudian, jika diterima, bagi hasil pijaman akan 

 
25 Manusiabiasa, Pengertian Peer to Peer, https://manusiabiasa830.blogspot.com/ 2010/04/ 

pengertian-peer-to-peer.html , di akses  tanggal 10 April 2021. 
26 Walter P, Ketahui Tentang Peer to Peer Lending, https://koinworks.com/blog/ ketahui-

tentang-peer-to-peer-lending/, di akses tanggal 10 April 2021. 
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diterapkan dan pengajuan pinjaman akan dimasukkan ke dalam marketplace 

yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman. 

Sebagai Investor, nantinya para Investor memiliki akses untuk 

menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. 

Para Investor juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan 

pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, 

riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) 

beserta alasannya, dan sebagainya. Jika para Investor memutuskan untuk 

menginvestasikan pinjaman tersebut, maka para Investor bisa langsung 

menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan 

investasi mereka. Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan 

para investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bagi hasil. 

Besaran keuntungan bagi hasil akan tergantung pada pinjaman yang 

diinvestasikan. 

C. Pembiayaan Murabahah  

1. Pengertian akad Murabahah 

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah 

transaksi jual beli di mana penjual menyebut harga pokok barang disertai 

jumlah keuntungannya. Praktik murabahah di dalam perbankan syariah, pihak 

yang bertindak sebagai penjual adalah bank, sementara nasabah adalah sebagai 
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pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan 

keuntungan (marjin).27 

Menurut Al-Marginani, mendefinisikan murabahah sebagai penjualan 

barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap 

sebagai keuntungan. Sedangkan Ibnu Qudama, seorang fuqaha Hambali 

mendefinisikan murabahah sebagai penjualan pada biaya modal ditambah 

dengan keuntungan yang diketahui.28 

Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya berjudul Fiqih Islam wa Adillatuhu 

mendefinisikan murabahah menurut Ulama Malikiyah yaitu pemilik barang 

menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta 

keuntungan tertentu, baik secara global atau dengan terperinci. Lebih lanjut 

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan murabahah menurut Ulama Hanafiyah adalah 

memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama 

(pembelian), ditambah keuntungan tertentu. Sedangkan menurut Ulama 

Syafi’iyyah definisi murabahah seperti yang dijelaskan Wahbah Al-Zuhaili 

adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan 

dia mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang 

sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui 

modal yang dikeluarkan penjual.29 

 
 27 Adiwarman  A. Karim, Op. Cit., h. 98.

 

28 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, Terjemah Aditya Wisnu Abadi, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 337. 
29  Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), h. 
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Ibnu Rusyid dalam bukunya berjudul Bidayatul Mujtahid (Analisa Para 

Mujtahid) yang diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun 

mendefinisikan murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian 

barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah 

tertentu, dinar atau dirham.30 

Abdullah Saeed mendefinisikan murabahah sebagai suatu bentuk jual 

beli dengan komisi, di mana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang 

yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak 

mau susah-susah mendapatkan sendiri sehingga mencari jasa seorang 

perantara.31 

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. 

Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa 

penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa 

nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada 

nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan 

persentase. Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga 

lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk 

 
3765. 

30 Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid (Analisa Para Mujtahid), terjemah Imam Ghazali Said dan 

Ahmad Zaidun, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 45. 
31 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-

Revivalis, Terjemah Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119. 
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murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. 

Penjualan ini disebut musawamah.32 

Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan 

syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim 

dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, 

murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah 

keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian 

menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar kuntungan 

tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk 

persentase dan harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Jadi singkatnya, 

murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan 

dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini 

merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam 

murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang 

ingin diperoleh). 

Dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, 

karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang 

harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 

pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang 

 
32 Nurul Ichsan Hasan, Op. Cit., h. 231.  
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dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: “saya 

jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.33 

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali 

tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli 

ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa 

konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas 

transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus 

diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Dalam pembiayaan 

ini, bank sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi 

yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian 

menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. 

Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara 

tunai maupun cicil/angsur.23 Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama 

tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang 

tersebut. Adapun ulama yang berbeda pendapat diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Mazhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara 

umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya 

sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula 

 
 33Adiwarman A. Karim, Op. Cit., h. 113. 
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biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan 

sebagai komponen biaya. 

b. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara 

umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak 

membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si 

penjual. 

c. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak 

langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus 

dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang 

dijual. 

d. Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan 

transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan 

transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. 34 

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai murabahah, dapat dipahami 

bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan 

pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan 

memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi 

unsur-unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap 

keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan 

modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya 

 
34 Otoritas Jasa Keuangan, Industri Jasa Keuangan Syariah, e-book, h. 35. 
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murabahah yang sesungguhnya, sehingga yang menjadi karakteristik dari 

murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga 

pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada 

biaya tersebut. 

 Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab 

membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada 

pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya 

langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan 

penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. 

Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang 

dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak 

ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak 

membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya 

membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan 

pembenbanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak 

berkaitan dengan hal-hal yang berguna.35 

 Sistem murabahah ini sangat terkenal di perbankan syariah, tetapi perlu 

adanya ketelitian dalam menetapkan tambahan atau keuntungan dalam 

transaksi murabahah. karena legitimasi akad murabahah atas dasar suatu 

jumlah yang tidak menyesatkan atau curang, tidak menghindarkan 

 
 35Adiwarman A. Karim, Op. Cit., h. 114. 
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kemungkinan menetapkan harga penjualan jauh lebih tinggi dari pada biaya 

semula. Laba yang berlebihan merupakan unsur riba yang dilarang oleh Islam.26 

2. Dasar Hukum Murabahah  

a. Firman Allah Swt. 

ا  
َ
هُمْ وَل

َ
مْوَال

َ
يَتٰمٰىٓ ا

ْ
تُوا ال

ٰ
انَ وَا

َ
مْ   اِنَّهٗ ك

ُ
مْوَالِك

َ
ٰٓى ا هُمْ اِل

َ
مْوَال

َ
وْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
بِۖ  وَل ِ

ي  خَبِيْثَ بِالطَّ
ْ
وا ال

ُ
ل تَتَبَدَّ

بِيْرًا 
َ
 حُوْباً ك

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.”(Q.s. An-Nisa Ayat 29) 
 

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini  dengan kalimat janganlah 

kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan 

pula)  dengan  riba,  judi,  merampas,  dan  penipuan.  Tetapi  boleh  bagi 

kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang lahir dari keridhaan 

dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syar’i. Makna 

tijarah dalam ayat ini bermakna usaha memperoleh untung melalui jual 

beli.  Sedangkan  taradhi  adalah  kesepakatan  yang  sama-sama  muncul 

antar kedua belah pihak sebagai pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur 

penipuan.36 

 
36 Wahbah Az-Zuhaily, Tafsir al-Wajiz wa Mu’jam Ma’niy al-Qur’an al-‘Aziz (Damsyik: Dal al 

Fikr, 1997), h. 84.
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مَس ِ  ذٰ 
ْ
يْطٰنُ مِنَ ال طُهُ الشَّ ذِيْ يَتَخَبَّ

َّ
مَا يَقُوْمُ ال

َ
ا ك

َّ
ا يَقُوْمُوْنَ اِل

َ
بٰوا ل وْنَ الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَْ يَأ

َّ
ل
َ
نَّهُمْ  ا

َ
لِكَ بِا

بٰوا  فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَ  مَ الر ِ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال  اللَّه

َّ
حَل

َ
بٰواۘ وَا  الر ِ

ُ
بَيْعُ مِثْل

ْ
وْٓا اِنَّمَا ال

ُ
هٖ فَانْتَهٰى قَال ِ

ب  نْ رَّ وْعِظَةٌ م ِ

صْحٰبُ النَّارِ ْۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ 
َ
ٰۤىِٕكَ ا ول

ُ
ِ   وَمَنْ عَادَ فَا ى اللَّه

َ
مْرُهٗٓ اِل

َ
فَ  وَا

َ
هٗ مَا سَل

َ
 فَل

 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat),sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya.”(Q.s. Al-Baqarah ayat 275) 
 

M.  Hasbi  ash  Shiddieqy  menafsirkan  ayat  ini  sebagai  berikut: 

Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri 

orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Yang demikian itu 

disebabkan perkataan mereka: bahwasanya jual beli itu sama dengan riba.  

Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah tidak 

menghukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya 

pengajaran dari Tuhannya,  lalu  berhenti,  maka  menjadi  kepunyaannya  

apa  yang  telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah, dan barang 
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siapa kembali lagi, memakan riba maka itulah penghuni-penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya.37 

Sementara itu Quraish Shihab dalam tafsirnya ayat-ayat yang lalu 

berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya Dalam 

anjuran  bernafkah  tersirat  anjuran  berkerja  dan  meraih  apa  apa  yang 

dinafkahkan. Karna bagaimana mungkin dapat memberi, kalau anda tidak 

memiliki. Nah, ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu 

yang bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah 

adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa 

mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas 

modal dari yang dibutuhkan dengan mengekploitasi kebutuhannya. Para 

pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktek ini dikenal 

luas di kalangan masyarakat Arab.38 

Sebenarnya persoalan riba telah dibicarakan al-Qur’an sebelum ayat 

ini. Kata riba ditemukan dalam empat surah al-Qur’an, yaitu al-Baqarah, Al 

Imron, an-Nisa dan Ar-Rum. Tiga surah pertama turun di Madinah setelah 

Nabi berhijrah dari Mekah, sedang ar-Rum turun di Mekah. Ini berarti ayat 

pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 surah tersebut yang 

 
 37 M. Hasbi ash Shiddiqie, Tafsir al-Bayan, (Bandung: Almaarif, 1966), h. 276.

 
 

 
38 M.  Quraish  Shihab,  Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 587. 
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menyatakan, “Suatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah 

kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidaklah bertambah di sisi 

Allah.” Sedang ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat 

dalam surah al-Baqarah, dimulai dari ayat 275 ini. Bahkan ayat ini dinilai 

sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasul 

saw. Umar Ibn Khaththab berkata, bahwa Rasul saw. wafat sebelum sempat 

menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas. 

Karena ayat ini telah didahului oleh ayat ayat lain yang berbicara 

tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang 

praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam 

mereka. Orang orang yang makan, yang bertransaksi dengan riba, baik 

dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni 

melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang 

dibingungkan oleh setan, sehingga menusia tak tahu arah disebabkan oleh 

sentuhan (nya). Ini menurut banyak ulama terjadi dikemudian hari nanti, 

yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, 

tidak tahu arah yang harus mereka tuju.39 

b. Hadist 

 

 

 
39 Ibid. 
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“Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW 

bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli 

secara tangguh, muqâradhaħ (mudhârabaħ) dan mencampur gandum 

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn 

Mâjaħ).40 

c. Ijma’ 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (murabahah) di perbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, 

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 

orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang 

sesuai.41 

d. Fatwa DSN-MUI Tentang Ketentuan Murabahah 

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 

04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini menyebutkan ketentuan umum 

mengenai murabahah yaitu: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam. 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifkasinya. 

 

 
40 Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun : Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa 

al -Mudharabah, Juz VII, Nomor hadis 2280, h. 68. 
41 Racmad Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 75. 
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4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakuka secara utang. Bank 

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank 

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan. 

6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

7) Untuk mencagah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan pejanjian khusus dengan 

nasabah. 

8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip menjadi milik bank. 42 

3. Rukun Akad Murabahah 

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli 

murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun 

jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan 

 
42 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 141.
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adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan 

ijab dan qabul itu.43 

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (necessary 

condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan 

pembeli, maka jual-beli tidak akan ada. 

Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam 

bidang ekonomi) ada tiga, yaitu: 

1) Pelaku 

Pelaku bisa berupa penjual dan pembeli (dalam akad jual beli), 

penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa menyewa), atau penerima upah-

pemberi upah (dalam akad upah mengupah), dan lain-lain. Tanpa pelaku, 

maka tidak ada transaksi. Menurut kacamata fikih bahwa konsep jual beli 

tidak hanya dalam bentuk transaksi antara dua orang yang saling 

membutuhkan, lebih dari itu dalam konsep fikih ada beberapa kaidah yang 

perlu dipahami dalam melaksanakan transaksi jual beli (murabahah). sebab 

hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya transaksi jual beli menurut sudut 

pandang fikih. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan “al ashlu fi al-asya’ 

al-ibahah. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemanfaatan 

menurut hukum asalnya adalah boleh. Karenanya segala bentuk muamalah 

yang bertujuan ataupun berdampak kemanfaatan maka diperbolehkan, 

 
43 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16. 
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demikian pula segala bentuk muamalah yang mengakibatkan keburukan 

maka dilarang.44 

Pelaku (‘aqid) menurut Hendi Suhendi : 45 ‘aqid ialah orang yang 

berakad, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad 

terhalang orang yang memiliki hak (aqid Ashli) dan terkadang merupakan 

wakil dari yang memiliki hak. 

2) Objek  

Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa. 

Dalam akad jual-beli mobil, maka objek transaksinya adalah mobil. Dalam 

akad sewa-menyewa rumah, maka akad transaksinya adalah rumah, 

demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan 

tercipta.46 

3) Ijab-Kabul 

Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi 

batal bila terdapat :  

a) Kesalahan/ Kekeliruan 

b) Paksaan (ikrah) 

c) Penipuan (tadlis) 47 

 
 44 Muhammad Bakar Ismail, Qawaid Al-Fiqhiyah Baina Al-Ashalah Wa at Tawjih, (Kairo: 
Darul Manar, 1997), h. 108. 

 45 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 54. 

46 Ibid. 
47 H. Veithzal Rivai, dkk, Loc. Cit., h. 9-10.
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Apabila ketiga rukun rukun di atas terpenuhi, transaksi yang 

dilakukan sah. Namun apabila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun 

atau lebih), maka transaksi menjadi batal. 

Menurut H. Veithzal Rivai, dkk, dalam bukunya berjudul Islamic 

Transaction Law In Business: dari Teori ke Praktik, menyebutkan bahwa 

rukun akad ada 4 macam:  

1) Sighah 

Adanya pernyataan para pihak untuk melakukan ijab dan qabul dari 

kedua belah pihak, boleh dengan lafaz/ucapan atau dengan tulisan. Sighah 

haruslah selaras antara ijab dan qabul-nya. Dalam sighah, kedua belah 

pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus 

dengan jelas menerima tawarannya (transparansi). Qabul harus langsung 

diucapkan setelah ijab diucapkan, ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu 

dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab 

ditawarkan hari ini dan dijawab 2 hari kemudian, itu tidaklah sah. Ijab dan 

qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua 

belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama. 

2)  Al-qidan 

Adanya para pihak yang akan melakukan akad. Kedua belah pihak 

yang akan melaksanakan akad ini harus sudah mencapai usia akil-baligh 

(sesuai hukum yang berlaku di suatu negara), harus dalam keadaan waras 

(tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, dewasa (rushd), bertanggung 
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jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat dipercaya untuk mengelola 

masalah keuangan dengan baik. 

3) Mahalu Al-Aqd 

Adanya objek akad, yaitu jasa atau benda yang berharga dan objek 

akad tersebut tidak dilarang oleh syariah. Objek akad yang dilarang (haram) 

oleh hukum Islam adalah alkohol (miras), darah, bangkai, dan daging babi. 

Kepemilikan dari objek akad harus sudah berada pada satu pihak, 

dengan kata lain, objek akad harus ada pada saat akad dilaksanakan, kecuali 

pada transaksi salam dan istisna. Objek akad harus sudah diketahui oleh 

kedua belah pihak, baik beratnya, harganya, spesifikasinya, modelnya 

maupun kualitasnya. Perlu diperhatikan bahwa di dalam Hukum Islam, 

seseorang tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. 

Contohnya menjual burung-burung yang masih terbang di udara atau 

menjual ikan-ikan yang masih berenang di lautan lepas, karena tidak jelas 

berapa jumlah dan sulit untuk menentukan harga pastinya, yang berakibat 

pada adanya unsur ketidakpastian atau gharar. Ketidakpastian atau gharar 

ini dapat membatalkan akad, sama halnya dengan riba (interest/bunga bank) 

dan maisir (judi). Ketiga unsur tersebut harus dihindari dalam transaksi 

yang menggunakan akad syariah. 
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4) Maudhu Akad 

Adanya tujuan yang jelas mengapa suatu akad perlu dilakukan, yang 

disertai dengan jelas jenis transaksi yang dilakukan sehingga para pihak 

menjadi jelas dan yakin. 48 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai rukun akad secara 

umum di atas, ternyata terdapat perdebatan (perbedaan pendapat) di kalangan 

ulama dalam menjelaskan rukun dan syarat akad. Perdebatan (perbedaan 

pendapat) tersebut muncul karena berbedanya mereka (ulama) dalam 

mendefinisikan rukun dan syarat. 

1) Subjek Akad 

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual 

belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual 

adalah bank syariah. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang ingin 

memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang 

tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah 

nasabah. 

2) Objek Akad 

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek 

transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan 

dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli. 

 
48 Wahab Az-zuhaili, Op. Cit., h. 347. 
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3) Ijab Qobul  

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan 

barang yang diperjualbelikan.49 

Menurut ulama kalangan Hanafiyah memaknai rukun akad adalah: “apa 

yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari 

hakikat sesuatu”. Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad di kalangan 

Hanafiyah adalah sighat aqad, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad 

adalah ikatan antara ijab dan Kabul. Sementara, aqid dan ma’qud alaih menurut 

golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu 

yang berada di luar inti akad. Menurut mereka, aqid dan ma’qud alaih termasuk 

ke dalam syarat-syarat akad. 

Rukun akad menurut jumhur ulama selain Hanafiyah adalah: “apa yang 

keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat 

sesuatu”. Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun akad di kalangan 

jumhur ulama ada tiga yaitu aqidain (dua orang yang berakad), ma’qud alaih 

(objek akad), dan sighat (ijab dan kabul).50 

 

 
49 Ibid. 

 50 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor 
Keuangan Syariah, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 46-47. 
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4. Syarat Akad Murabahah  

Adapun syarat-syarat akad murabahah secara umum adalah:  

1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah 

logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah 

didasarkan pada modal si pembeli awal/bank 

2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 

3) Akad harus bebas dari riba 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang. 51 

Sedangkan syarat-syarat khusus dalam akad murabahah, yaitu: 

1) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang 

yang hendak dijual. 

2) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya 

keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga 

modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual 

dalam jual-beli murabahah. 

3) Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari 

jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan 

 
51 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka SM, 

2007), h. 79. 
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kecuali dengan timbangan dan takaran yang sama. Dengan demikian, 

tidak sah jual-beli secara murabahah atas emas dengan emas, perak 

dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahan-

bahan makanan lainnya yang jenisnya sama. 52 

Pendapat para ahli mengenai syarat akad murabahah : 

Menurut Ahmad Wardi Muslich, sebelum melakukan akad ada dua syarat 

yang harus diperhatikan, diantaranya: 

1) Adanya kepemilikan dan kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad 

harus pemilik barang yang menjual objek akad, atau mempunyai 

kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada 

kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan 

mauquf (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi’i dan Ahmad, 

akadnya batal. 

2) Dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang 

menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf, tidak 

nafidz. 

Menurut Ismail, syarat akad murabahah adalah:  

1) Pihak yang berakad, harus ikhlas dan mampu untuk melakukan transaksi 

jual beli. 

 
52 Ibid. 
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2) Objek jual beli, barang yang diperjual belikan ada atau ada kesanggupan 

bagi penjual untuk mengadakan barang tersebut, milik sah penjual, 

berwujud dan merupakan barang halal. 

3) Harga, harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli 

ditambah dengan margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah 

selama masa perjanjian, sistem dan jangka waktu pembayaran disepakati 

bersama antara penjual dan pembeli.53 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat murabahah adalah: 

1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian). 

2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual. 

3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang 

memiliki varian serupa). 

4) Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak 

menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama. 

5) Transaksi yang pertama hendaknya sah.54 

Menurut Ibn Rusyd, syarat murabahah adalah: 

1) Harga yang pertama harus diketahui oleh pembeli kedua, karena 

murabahah adalah jual beli harga pertama berikut tambahan laba. Jadi itu 

merupakan syarat sahnya. Kalau tidak diketahui, maka hukumnya batal. 

 
53 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 136. 
54 Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 358. 
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2) Labanya harus diketahui, karena ini merupakan bagian dari harga, 

sehingga merupakan syarat sahnya. 

3) Harga dalam akad pertama tidak boleh sama jenisnya. 

4) Akad pertama harus sah. Tidak boleh rusak. 55 

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli 

(murabahah) harus memenuhi syarat, di antaranya: 

1) Berakal. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang 

belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil 

yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang 

dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, 

shadaqoh, dan wasiat, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu 

membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada 

orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut 

hukumnya tidak boleh dilaksanakan. 

2) Barang itu harus bermanfaat. Jual beli tikus dan ular tidak boleh kecuali 

untuk dimanfaatkan. Demikian juga tidak boleh jual beli kucing, lebah, 

beruang, singa dan binatang lainnya kecuali untuk dimanfaatkan. 

 
55 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Terjemah, (Jakarta: Akbar Media, 

2013), h. 373. 
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3) Barang itu adalah milik sendiri (penjual). Jika jual beli yang berlangsung 

sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli itu dinamakan ba’i 

al-fuduli, seperti menjual barang milik istrinya tanpa izin dari istrinya. 56 

Menurut N. Ike Kusmiati syarat-syarat tersebut dapat dibagi ke dalam dua 

kelompok besar, yaitu: 

a. Syarat Subjektif 

Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek 

perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah 

sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat 

perjanjian. 

Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya 

adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus 

memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus 

dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu 

telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya 

sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu 

menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan 

tersebut, dapat dimintakan pembatatalan (cancelling) oleh salah satu pihak, 

misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua 

atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap. 57 

 
56 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3 (ttp: Dar al-Fikr, 1983), h. 129. 
57 Ibid. 
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b. Syarat objektif 

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, 

meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga 

dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif, syarat objektif tidak 

dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa 

konsekuenksi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa 

akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari 

semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara 

orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Dengan demikian 

tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain di depan hakim, karena 

dasar hukumnya tidak ada.58 

c. Persyaratan Spesifik Dalam Akad Murabahah 

Ada beberapa persyaratan spesifik yang berkenaan dengan syarat 

sahnya transaksi menggunakan murabahah, terkait dengan peraturan 

murabahah dari segi barang yang dijual, harga orisinil yang penjual 

bayarkan, biaya yang terkait untuk perhitungan total biaya yang akan 

menjadi dasar dari murabahah, selain margin/keuntungan yang 

 
 58 N. Ike Kusmiati, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak 
diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal ilmu Hukum 
Litigasi, Vo. 17, No. I. 2016. 
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ditambahkan pada biaya yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, 

persyaratan dapat dilihat sebagai berikut:59 

1) Barang yang harus diperdagangkan riil, tetapi tidak harus berwujud. 

2) Valuta atau unit moneter apapun terkena hukum ba’I Ash-Sharf tidak 

dapat dijual melalui murabahah, karena dalam pertukaran valuta 

haruslah secara bersamaan. 

3) Hukum murabahah mengenai dokumen kredit yang mewakili utang 

seseorang tidak terkena hukum tersebut. Pertama karena utang tidak 

dapat dijual kecuali bila terkena hukum Hiwalah, dan yang kedua 

karena tambahan keuntungan sedikit pun yang dambil akan menjadi 

riba. 

4) Penjual harus bersikap jujur mengenai penyertaan harga orisinil 

penjualan barang dan harus jujur atas perkataannya. 

5) Di dalam murabahah penjual haruslah prospektif dituntut 

mngungkapkan semua yang menyangkut aspek yang terkait dengan 

komoditas, kecacatan, atau tambahan manfaat apapun serta mode 

pembayaran pada penjual/pemasok orisinil. 

6) Harga harus disepakati antara pembeli dan penjual atas 

margin/keuntungan secara bersama. 

 
 59 Muhammad Ayub, Op. Cit., h. 340-342.
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7) Harga Majhul (tidak dapat dispesifikasikan) tidak dapat menjadi basis 

bagi murabahah, itu dikarenakan melibatkan kemiripan dengan 

ketidakpastian itu berakibat penjualan murabahah tidak sah. 

8) Apabila penjual dalam pernayataannya itu tidak benar atas harga 

orisinil/biaya barang yang dijual, maka pembeli bisa membatalkannya, 

kecuali penjual menyatakan yang sebenarnya terkait adanya perbedaan 

antara biaya riil dan biaya yang dinyatakannya. Dalam kasus tersebut 

bersifat mengikat, tidak dapat diputuskan secara sembarangan harus 

keduanya terlibat memutuskan bagaimana baiknya agar saling 

keterbukaan dalam jual beli. 

9) Pada ketentuan murabahah pembeli memiliki hak dan melakukan 

pemilihan, bahkan jika persyaratan ini tidak ada atau ketentuan dalam 

kontrak (akad). Maka pembeli bisa menolak karena dalam ketentuan 

murabahah sudah diatur mengenai syarat yang diberlakukan mengenai 

kejujuran tanpa adanya penipuan di dalamnya. 

5. Manfaat Murabahah 

Manfaat murabahah menurut Wansawijaya terdapat beberapa 

manfaat yang dapat dirasakan dari transaksi murabahah baik bagi bank 

maupun nasabah, di antaranya adalah: 
 

a. Manfaat bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana 

untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
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b. Manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas adalah salah satu cara 

untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. 

Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran 

yang tidak akan berubah selama perjanjian. 60 

6. Penerapan Murabahah Pada Bank Syariah  

Bank-bank syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak 

penjualan Islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontrak-kontrak 

tersebut secara mendalam telah dinyatakan dalam syariat Islam dan 

dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh para pemikir ekonomi Islam. 

Salah satunya adalah jual beli murabahah, seperti dipraktikkan oleh bank 

Islam. Namun dalam dunia modern, istilah tersebut sudah merupakan perluasan 

dari pengertiannya yang klasik. Penerapannya pada bank Islam adalah nasabah 

mengajukan pembiayaan dengan sistem murabahah kepada bank syariah untuk 

membelikan barang-barang (produktif atau konsumtif) yang diketahui sifat-

sifatnya, di mana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata 

dan oleh bank siap untuk mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah. 

Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai 

kesanggupan pihak bank untuk membeli barang yang dikehendaki dan 

 
 60 Wansawijaya, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),  

h. 250. 
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kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad 

jual beli, melainkan akad untuk mengadakan jual beli.61 

Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun 

saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Uang 

muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai 

tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi murabahah. Pembayaran uang 

muka dilakukan sebelum transaksi murabahah terjadi. Pada prinsipnya uang 

muka adalah milik nasabah sehingga bank tidak boleh mempergunakannya. 

Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muka 

dipergunakan sebagai piutang berbasis jual beli berakad murabahah. Apabila 

transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus 

dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil apabila uang 

muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada 

bank.62 

Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan 

memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual nasabah selaku pembeli, 

atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi 

tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

 
61 Akhmad Mujahidin, Op. Cit., h. 56. 
62 Darsono – Ali Sakti, Op. Cit., h. 167. 
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sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai 

dengan kesepakatan bersama.63 

Adanya pembebanan berupa biaya tambahan pada akad murabahah, 

dapat mempengaruhi penetapan harga pokok (replacement cost) dan harga jual. 

Ulama madzhab berbeda pandangan tentang biaya apa saja yang dapat 

dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Ulama madzhab Maliki, 

membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu 

dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun 

memberikan nilai tambah pada barang itu. Selain itu, ulama madzhab Syafi’i 

membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual 

beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam 

keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak 

boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Adapun ulama kalangan madzhab 

Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan membebankan biaya-biaya yang secara 

umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka melarang biaya-

biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Sedangkan menurut 

ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun 

tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus 

dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.64 

 
63 Sri Sudiarti, Op. Cit., h. 101. 

 64 Abdullah Ath-Thoyaar, al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah a at-Tathbiiq, 
Cet. 2, (ttp: Dar al-Wathon, 1414H), h. 307. 
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Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, bank bertindak 

sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan 

nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank 

dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan 

penyediaan barang yang dipesan nasabah.65 

Pengimplementasian akad murabahah di perbankan syariah dilakukan 

dengan melalui beberapa tahap, di antaranya yaitu: tahap pertama dilakukan 

akad murabahah antara perbankan syariah dan pihak ke-3 (suplier), di mana 

pihak ke-3 bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah 

itu dilakukan akad wadi’ah antara bank syariah dan pihak ke-3, di mana bank 

sebagai rab al-mal atau muwadi’ dan pihak ketiga sebagai wadi’. Setelah itu, 

kemudian dilakukan akad wakalah antara bank syariah dan nasabah, di mana 

bank syariah bertindak sebagai muwakil dan nasabah sebagai wakil.66 

Banyak di Indonesia ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan 

murabahah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun 

dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Undang-Undang yang menyebutkan istilah 

murabahah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang perubahan 

 
65 Wangsawidjaja, Op. Cit., h. 201. 

66 Yadi  Janwari,  Fikih  Lembaga  Keuangan  Syariah,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2015), 

h. 21. 



   

 

79 
 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam 

Undang-Undang ini, murabahah disebutkan sebagai prinsip jual beli barang 

dengan memperoleh keuntungan. Produk hukum yang kedua tentang 

murabahah ini dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang 

akad penghipun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah jual beli barang 

sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Murabahah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini ditempatkan 

sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah 

dalam penyaluran dana.67 

Ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi murabahah ialah:  

a) Bila seorang penjual mengatakan: “saya jual dengan harga beli saya atau 

dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”. 

b) Bila seorang penjual mengatakan: “saya jual dengan biaya-biaya yang 

telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian”. 

c) Bila seorang penjual mengatakan: “saya jual dengan ra’sul mal (harga 

pokok) disertai dengan keuntungan sekian”. 

 
67 Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik dan Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 191. 
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Kalangan ulama memiliki beragam pandangan tentang lafadz pada poin 

ketiga ini, apakah maknanya sama dengan ungkapan pertama atau kedua. 

Menurut As-Shawy, ungkapan tersebut tergantung pada al-‘urf (kebiasaan 

suatu tempat), bila kebiasaan dalam perdagangan di tempat itu menunjukkan 

bahwa yang dimaksud dengan harga pokok adalah harga beli saja dan tidak 

termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut 

maka ungkapan ketiga ini masuk kategori ungkapan yang pertama. Adapun bila 

kebiasaan menunjukkan bahwa harga pokok adalah harga beli ditambah dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya maka ia masuk kategori 

ungkapan yang kedua.68 

Bila dilihat secara sekilas, terdapat persamaan antara jual beli 

murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Letak persamaannya antara lain 

adalah, pembiayaan yang diberikan adalah barang (motor, mobil, rumah, dan 

lain sebagainya), bukan uang, dan pembayarannya secara cicilan. Namun jika 

diperhatikan dengan lebih dalam sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karakteristiknya berbeda. Terdapat 

beberapa perbedaan utama antara jual beli murabahah dengan pembiayaan 

konsumtif. Pertama, harga jual pembiayaan konsumtif (konsumen) biasanya 

memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan 

 
 68 Abdurrahman al-Jazeri, Fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah, Juz 3, (Beirut: Dar al-
Fikr, 2005), h. 198-200. 
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margin/tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat 

tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian 

sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah 

harga yang telah diperjanjikan/diakadkan. Pada lembaga keuangan 

konvensional, dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan 

bunga seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, dan 

krisis nilai tukar. Keunggulan dari sebuah produk jual beli murabahah adalah 

memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran 

pembiayaan. Kedua, akad murabahah adalah akad jual beli, sehingga 

diwajibkan adanya suatu barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual 

belikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. 

Sedangkan akad pembiayaan konsumtif (konsumen) adalah akad pinjam 

meminjam. Dalam hal ini belum tentu ada barangnya. Pada pembiayaan 

konsumtif (konsumen), nasabah diberi uang yang akan dipergunakan untuk 

membeli barang yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi 

penyalahgunaan pemakaian. Ketiga, dalam hal utang nasabah. Dalam jual beli 

murabahah, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah harga 

perolehan/pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila 

nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan berkurang sebesar 

pembayaran angsuran yang dilakukan, jadi tidak membedakan lagi unsur pokok 

dan keuntungan. 
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Sementara itu, di sisi lain jual beli dalam Islam merupakan bentuk 

muamalat dalam pengertiannya yang khusus. Terdapat beberapa asas yang 

dapat dijadikan pijakan dalam bermuamalah, di antaranya adalah asas tabadu 

al-manafi’ dan asas al-taradin. Asas tabadu al- manafi’ ini menyatakan bahwa 

segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat 

bagi pihak-pihak. 

Sebagian ulama menyatakan bahwa praktek murābahah merupakan 

tipu-daya untuk pinjam-meminjam uang dengan tambahan bunga (riba), dan 

hanyalah sebuah skema pinjaman uang untuk memperoleh tambahan bunga 

berupa keuntungan dari pinjaman tersebut. Namun, dasar hukum dalam 

muamalat tidak hanya didasarkan pada hasil akan tetapi pada bagaimana 

prosesnya dan siapa perantaranya. Proses dan perantaranya dalam murabahah 

adalah jual beli yang sah dalam melakukan pembelian barang dengan jual beli 

yang sah dan nyata. Seperti halnya pedagang pada umumnya, membeli untuk 

dijual kepada pihak lain, adalah hak seorang penjual untuk mengambil 

keuntungan dan menjual kembali dengan cara tunai, tunda atau dicicil.69 

Banyak kritikan yang dilontarkan para ahli hukum Islam terhadap 

pelaksanaan akad murabahah di bank syariah, menurut mereka akad 

murabahah di bank syariah tidak ada bedanya dengan dengan system bunga 

 
 69 Royyan Ramdhani Djayusman, Murabahah Antara Teori dan Praktik: Analisis Fiqh dan 
Keuangan, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 278. 
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yang diaplikasikan pada perbankan konvensional. Kritik tersebut terkait 

dengan: 

1) Tingginya harga jual dalam akad murabahah 

Murabahah sebagai salah satu jual beli dengan pembayaran 

tangguh, dapat terjadi pada harga tunai, dengan menghindari dari segala 

bentuk mark-up pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran 

atau pada harga tunai plus mark-up untuk mengganti waktu penundaan. 

2) Adanya nilai waktu uang dalam murabahah 

Berkenaan dengan peningkatan harga kredit dalam murabahah, 

banyak fuqaha ternama menolak mengakui setiap peningkatan dalam 

pinjaman atau harga penjualan dapat dibenarkan dengan dasar waktu, 

karena waktu itu sendiri bukan uang atau objek material yang menjadi 

counter nilai dalam pinjaman. 

3) Tak ada batas keuntungan maksimal dalam akad murabahah 

 Penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya. 

Penjual pada prinsipnya bebas untuk menetapkan harga barang-

barangnya. Jika harga-harga itu terlalu tinggi, pembeli boleh memilih 

untuk tidak membelinya atau mencari penggantinya atau penjual lain 

boleh masuk ke pasar untuk menciptakan keseimbangan harga. 

4) Kontrak jual beli dalam akad murabahah hanya bersifat formalitas 

Peran bank syariah dalam akad murabahah dapat digambarkan 

lebih tepat dengan istilah pembiayaan bukan penjual. Bank syariah tidak 
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memegang barang, tidak pula mengambil resiko atasnya. Kerja bank 

syariah hampir semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen 

terkait. Kontrak penjualan adalah sekedar formalitas saja. 

Selain itu, berdasarkan larangan adanya bunga dalam syari’at Islam, para 

ahli ekonomi Islam modern telah sepakat bahwa pengorganisasian dalam 

perbankan syariah harus dilakukan dengan berlandaskan syirkah (kemitraan 

usaha) dan mudharabah (bagi hasil). Syirkah dan mudharabah mempunyai 

peran penting dalam rangka mewujudkan perbankan bebas bunga.70 Anjuran 

seperti ini telah dikemukakan oleh para ahli fikih, mengingat dengan 

menggunakan metode ini akan membawa umat mencapai kesejahteraan. Hal ini 

dikarenakan seseorang yang memiliki modal tetapi tidak mampu menjalankan 

usaha atau sebaliknya memiliki keinginan berusaha tetapi tidak ada modal yang 

dipakai. Dengan sistem mudharabah, kedua belah pihak ini memungkinkan 

untuk mencapai satu tujuan bersama dengan jalan saling bekerjasama. 

7. Ketentuan Umum dalam Akad Murabahah 

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi para pihak 

dalam melaksanakan akad murabahah agar tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang telah diatur oleh nas al-Qur’an dan hadis serta perundang-

undangan yang berlaku, di antaranya adalah sebagai berikut:
 
 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

 
70 Nejatullah Siddiqi, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, Terjemah Fakhriyah 

Mumtihani, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 1. 
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b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank 

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah.71 

Selain itu terdapat beberapa ketentuan lain berkaitan akad murabahah 

terhadap nasabah, di antaranya adalah:  

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang 

atau aset kepada bank 

 
71 Nurul Ichsan Hasan, Op. Cit., h. 233. 
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b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

d. Dalam jual beli murabahah ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

yang harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.72
 

 
72 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 106. 
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